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Abstract
The developmental oflegal culture oflndonesio experienced a shift at!.ryfrom nature,
personality and identity of the lndonesiah nation,.Legal cuhural developnenl of
Indonesia at this tirhe was very down. Shifting of the Indonesian legal culture is
infuenced by intemal and extelral faclors. Internal factors related to the morals
understanding of Indonesia, while the external factors associated wilh the
development of technologies and ideas or thoughts from a foreign culture. The
condilion ofhe legal cuhure is onefoctor thal resulted in his chaos oflarr in lndonesia
because the legal cuhne is one ofthe most influential law compohent, bolh in thc
establishment of law and in low ekforcement. The establishment of lcw and law
enforcement is aJorm of legal developmenl, it can be said with the collapsed culture
of law it will have a ne4albe ifipact on the development of the law.
Ke1'word: Legal, Culture, Development
I. PENDAHULUAN
Be6ic€ra tentang pembangunan hukum
sudah pasti tidak dapat dilepaskan dari politik
hukum, Moh.Mahfud MD (2008:31)
mengatakanjika hukum diartikan sebagai alat
unhrk meraih cita-cita dan mencapai tujuan,
maka politik hukum diartikan sebagai arah
yaog harus ditempuh dalam pembuatan dan
penegakan hukurn guna mencapai c tadta dan
tujuan bangsa atau dengan kata lain politik
hukum adalah upaya menjadikan hukum
sebagai proses pencapaian cita dan hrjuan.
Menurut T.M. Radhie dalam
(Moh.Mahtud MD, 2008:3 l) mendefnisikar
politik hukum sebagai suatu pemyataan
kehendak p€nguasa negara mengenai hukum
yang berlaku di wilayahnya dan mengenai rah
pembangunan hukurn yang dibangun. Dari
definisi ini dapat disimpulkan bahwa politik
hukum mencakup hukum yang berlaku pada
saat ini dan hukum yang dicita-citakan.
Pandangan Moh.Mahtud MD (2009:17)
bahwa politik hukum mencakup proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang
dapat menunjukkan sifat dart ke amh mana
hukum akan dibangun dan ditegakkan.
Sedangkan pembangunan hukum pada
hakikatnya merupakan pembangunan yang
b€rkelanjutan" (s us t a ina b I e refo r m/
sustai na b le deve lopme nt).
Menurut Barda NawawiArief ( | q94: t5)
bahwa di dalam pembangunan hukum selalu
te*ait dengan p€rkembangan/ pembangunan
masyarakat yang berkebmjutan maupun
"perkembangan yang berkelanjutan dan
kegiatar/ aktivitas ilrniah dan perkembangan
pemikiran filosofi,/ ide-id€ dasar/ konsepsr
intelektual". Jadi "/aw refonh" terkait etur
dengan" sus taina b le soc ie ty/ dew I opment",
"suslainable intellectual activity",
" sustainable ih te I lec tual phy losop hy ",
"sustainable intellectua| concep|ions/ basrc
ideas ". Kajiurlf,rhadap masalah ini tenhmya
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merupakan kajian yang "bergenerasi", hal m
berarti masalah pembangunan hukum pada
hakikahya merupakan masalah yang harus
terus-msnerus dikaji.
Pada dasarnya pembangunan hukum
meliputi pembangunan substansi hukum,
pembangunan struktur hukum dan
pembangunan kultur hukum. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman
bahwa komponcn-komponenyang trrkandung
dalam hukum meliputi : komponen struktut
yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistern
hukum, komponen substansi yang berupa
norma-norma hukum. baik peraturan-
peraruran. kepurusan-kepurusan dan lainJain
yang dipergunakan oleh penegak hukum dan
oleh mereka yang diatur, serta komponen
hukum yang bersifat kulrural yang terdiri dari
ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pcndapat
tentang hukum (Esmi Warassih Puj irahalt,
2005:81-82) .
Sebagaimana pendapat Lawrcnce M.
Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya
hukum bisa diartikan sebagai pola
pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok
masyarakat terhadap sebuah sistem hukum.
Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat
integasi masyarakat tersebut dengan sistem
bukurn tr*ail Secara mudah. tingkat integrasi
ini ditandai dengan tingkat pengetahuan,
penerimaan, kepercayaan, dan
kebergantungan mereka terhadap sistem
hul<umitu.
Budaya hukum adalah tanggapan unum
yang sama dari masyarakat tertentu terhadap
gejala-gejalahukum. Tanggapan itu menrpakan
kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan
perilaku hukum. Jadi suatu budaya huL-um
menuljukkan tentang pola perilaku individu
sebagai anggota masyarakat yang
menggambarkan targgapan (oricntasi) yang
sama tertadap kehidupan hukum yang dihayati
masyarakat bersangkutan (l{i lman
Hadikusuma. 1986:11).
Budaya hukum yalg baik, akan membuat
anggotamasyarikat pendukungnya mampu
berekspresi ecara baik, positifdan keatif
Budaya hukum yang ba ik ,  akan
menghasilkai karya-karya terbaik. Seseomng
menggumkan atau tidak mcnggmakan hukum,
dan paruh atau tidak patuh tcrhadap hukum
sangal rergantung pada komponcn-konrponen
yang ada dalam budayahullrnnya. Mcskipun
disebutkan bahwa dalam hukum tcrdiri dari
tiga komponen, yaihl struktut substans i, daD
budaya hukum, akan tetapikomponcn yang
paling berFengaruh dalam pcmbangunan
hukum adalah budaya hu-kum. flarcna sebaik
apapun hukumdibuat, etapi pada alhimya
keberhasilan huLurn akan dilcntukan oleh
budala hujalm masyarakal yang bersrngkulan
(Esmi WarassihPujirahalu, 2005: 96).
Bcrdasarkan beberapa pendapat
tcrsebut, maka dapat dikatakan bahwa kultur
suaru bangsa sangat berpengaruh terhadap
kondisi hukum bangsa tersebut. Oleh kzLlena
itu. pembahan-nn hukum suatu bangsa sangal
dipcngaruhi perkembangan masyarakatnya,
Ermasuk di dalamnyr porgan-rh dari nilai-nilai
sosial budaya yang merupakan jiwa suatu
bangsa (volkgeist). Demikian pula yang
dikatakan oleh Esmi Warassih Pujirahayu
(2005: 96), dalam membicarakan tentang
hukum hta tidak dapa lcpas dari faklor-fakbr
non hukum lainnya terutama faktor nilai dan
sikap serta pandangan masyarakat, yang
semua itu disebur kultur hukum. Jadi pada
dasartya pembaluruan (pembangman) hukun
harus dimulai dari pembaharuan budaya atau
kultuhukun! karcna keberadaan kdtur huhrn
sangat mcmpengaruhi substansi dan struktur
huklm.
Hal yangperlu mendapal perhabcn Jalam
pcmbangunan huk urn adalah bah* a budaya
hukum Indonesia scdang berubah seiring
dcngan perubahan yang terjadi dalam
masyarakat Indoncsia ihr sendiri Pembcntukan
budaya hukurn tidak dapat dilepaskan fun
pcr r imbangan Lu l lu r  dan karak tc r rs t i k
mdsydrakat. Budaya hukum yang turnbulr
dalam masyarakat merupakan pelwujudan
dari tatanan ilai yang ncrupakan dasar
pijalan dalam berbalgsa dan bemcgar.r. Hal
ini.angat bcrpenganrhpadr hasil rkhirdari
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pembangunan hukum, u[hrk itu diperlukan
suatu langkahlangkah agarp€rubahan budaya
hukum justru dapat mcningkatkan
pqnbangunan hukum dengan hasil yang dapat
membantu mewujudkan cita-cita bangsa
Indonesia.
Dengan memahami apa yang dimakud
dengan pembangunan hukum, dan apa pula
yang dimaksud dengan budaya hukum,
diharapkan akan dapat diketahui sejauh mana
peranan budaya hukum dalam pembangunan
hukum. Untuk lebih jelas mcmahami dan
menc€rmati hal telsebut, maka dalam penulisan
makalah ini memunculkan permasalahan
sebagai berikul yaitu :
l. Bagaimana perkembangan budaya hukum
bangsa Indonesia?
2. Bagdimana pengaruh budaya hukum
terhadap pembangunan hukum di
Indonesia?
II. PEMBAHASAN
Perkembangan Budaya Hukum Bangsa
Indonesia
Budaya hukum menurut Satjipto
Rahardjo (1983:12) adalah nilai-nilai dan
sikap-sikap masyarakat yang dapat
mempeflgaruhi b€kedanya hukurn. lawrencc
M. Friedman menggunakan istilah kultur
hukum untuk menggambarkan sejumlah
fe[omena yang saling berkaitan. Budaya
hukum/ kultur hukum sebagaimana
dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman
( I 975: I5) adalah keseluruhan dari sikapsikap
warga masyarakat yang bersifat umum dan
nilai-nilai dalam masyaGkat yang akan
menentukan pendapat tentang hukurn. Dengan
demikian keb€radaan budaya hukum menjadi
sangat strategis dalam menentukan pilihan
urnkberperilaku dalam menerima hukum alau
menolak hukum. Dengan pe*ataan laiq suahl
hukum akal menjadi hukum yang benar-benar
diterima dan dipatr.rhi oleh rnasyarakat dalah
sangat ditentukan oleh budaya hukum
masyamkat bersangkutan.
Berdasarkan pendapat Lawrcnce M.
Friedman tersebut maka budaya hul-run dapat
diartikan sebagai pola pcngetahuan, sikap,
dan pcrilaku sekelompok masyarakat tcrhadap
sebuah sistgm hukurn. Dari pola-pola teNebut,
dapat dilihat sejauh mana suatu masyarakat
bisa menerima keberadaan suatu sistelr
huhrm.
Budaya hukum ini pun dimaknai scbagai
suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial
yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan,
berikut sikap-sikap dan nilai-oilai yang
memberikan pengaruh baik positif maupun
negatifkepada tingkah laku yang berkaitan
dengan hukum.
Adapun Daniel S. Lev (1980: 192)
membedakan budaya hukum dalam dua
macafi. PertamaL "Internal Legal Ctrlture ,
yaitu budaya hukum warga masyarakat yang
melaksanakan fugas-tugas hukum secara
khusus, misalnya pengacara, polisi, jaksa dan
hakim ; dan Kedua, "External Legal
Cu l lu re ' .  ya i ru  budaya hukum dar i
masyarakat pada urmEmya/ masyarakat luas.
Daniel S. Lcv ( I 980: I92- I 93) mclihat bahwa
untuk memahami budaya hukum, ada cara
praktis yang dapat dilakukan dengan
memperhatikan dari 2 (dua) indikator, yaitu
( I ) nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana
pengaturan sosial dan penanganan konflik.
Nilai-nilai ini adalah dasar l'ultur dari sistem
hukum dan sangat mcmbantu dalam
menentukan "sistem pemberiarl tempat '
kepada lembagalembag hukurn" politik reLgr
dan lainJairmya pada setiap tempat dan waktu
dalam sejarah suatu masyarakat: (2) aslunsi-
asumsi dasar mengenai pcnvebaran dan
penggunaan sumber daya yang ada dalam
masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial
dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi tersebut,
lanjut Daniel S. I€n terdapat dalam pandangan
ideologi mengcnai ekonom| politik dan sosial
yang bcrubah-ubah serta berbanding lurus
dengan perubahan masyarakat, dengan
kemrurgkinan secara kultur bersifat khusus atau
justru sebaliknya.
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Dapat dikatakan bahwa budaya hukum
merupakafl keseluruhan faktor-faktor yang
menenhrkan bagaimana sistem hukum dapat
diterima di dalam kerangka budaya
masyarakal Oleh karena ifi! apa yang disebut
dengan budaya hukum itu lidak lain dari
keseluruhan faktor yang menentukan
keberadaan sislem hukun unnrk mempcroleh
tempatnya yang logis dalarn ksrangka budala
milik masyarakat unum.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa
yang disebut budaya hukum adalah
keselunrhan sikap dari warga masyamkat dan
sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang
akan m€Dentukan bagaimana seharusnya
hukum itu berlaku dalam masyarakat yang
bersangkutan. Budaya hukum yang tumbuh
dalam masyarakat merupakan peruujudan
dari tatanan ilai yang merupakan dasar pijakan
dalam berbangsa dan bemegara.
Budaya hukum bukan rnerupakan budaya
pribadi melainkan budaya menyeluruh dan
masyarakat ertentu sebagai satu kesatuan
sikap dan perilaku. Oleh karenanya dalan
membicarakan budaya hukum tidak terlepas
dari keadaan rnasyarakat, sistem dan susunan
masyarakat yang mengandung budaya hukum
tersebut. Budaya hukum merupakan
tanggapan yang ber5ifal penerimaan-
penerimaan atau penolakan terhadap suatu
peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap
perilrku man$ia terhadap masalah ukum dan
peristiwa hukum yang terbawa ke dalam
masyamkat(HilmanHadikusuma, 1986: l6).
Berdasarkan beberapa pengertian tentang
budaya hukum maka dapat kita simpulkan
bahwa budaya hukum Indonesia sedang
berubah seiring dengan perubaha[ yang
terjadi dalan rnasyamkat lndonesia iht sendiri.
Permasalalan yang krusial sekarang ini adalah
timbulnya degradasi budaya hukum di
lingkungan masyarakat. Budaya hukum
bangsa Indonesia banyak mendapatkan
pengaruh dari aliran-aliran hukum maupun
sistem hukum bangsa bamt (Belanda), yang
merupakan asal hukum positif bangsa
Indonesia.
Banyak perilaku kehidupan bangsa
Indonesia yang dapal menggambarkcn hal
tersebut. contoh yang sangat mudah dil ihat
adalah perubahan perilaku dalam
meyelesaikan suatu p€rs€ngketaan. Dahulu
bangsa Indonesia dalam mcnyelesaikan
persengketaan mu selisihpaham diselesai-kan
dengan cam musyawarah untuk mufakat,
dengan cara damai, tetapi perkembangan
sekarang setiap muncul persclrsihan lebih
banyak diselesaikan di pengadilan, meskpun
semua orang tahu bahwa selarang ini
pengadilan bukan tempat untuk mencari
keadilan.
D i  s is i  la in  banyaknya perbuatan-
perbuatan yang merugikan masyarakat yartg
tidak ters€lesaikar Hal ini bukan bcrarti belun
adanya hrraq undang-undang, dan lemalnya
srul'tur hukurn. letapi lebih disebahkan masih
lemahnya budaya hukum. yang dllam hcl inr
adalah kesadaran hukum masyarakat.
Kesadaran hukum masyarakat Indoncsia kian
haril idak menjadi lebihbaik tetapi menjadi
semakin menunm.
Hal temebut dikarenakan budaya huLrrm
bangsa lndonesia telah beryescr ke pardargcn
yang matrialistik. Bergesemya pandangan
tersebut salah satunya dipicu karena tidak
efekifirya hukum. Ketidakefekifan hukum inr
dikarenakan banyak produk-produk hukum
yang tidak sesuai denganjiwa dan nilai-nilar
yang hidup di dalam masyarakat Indonesia,
sehingga masyarakat dalam memanrhi hul'um
bukan karena kesadaran akan arti pcnting
hukurn tetapi lebih karena takut pada perugas
penega} hukum. Kondisi ni menrbentuk suatr,
pemikiran padamasyarakat yang mqrganggap
hul*u adalah petugas. schingga j ika tiJal., rd.r
petugas dianggap tidak ada hukum.
Kalau ditelisik pada perilaku bangsa
Indonesia di masa lalu, ketaalan masyarakJl
pada suanr afuran bukan karena takut pada
aparat etapi mereka menyadari akan arti
penting dan tujuan dari aturan yang ada. Hal
ini dapat kita lihat pada dacrah-dacrah
swapraja yang mempunyai aturan-aturan
yang bersifat lokal ftearifan lokal).
58 PRANATA HUKaM yolume 6 Nomot I Jan ari 20lI
Masyarakat setempat akan mematuhi dalam penegakan hukum adalah unsur
aturatr tersebut dengan kesadaran y'ang tinggi manusianya setrdiri, yaitu aspek kesadamn
bahwa atunn tersebut bertujuan untuk hukum Ketika berbicara unsur manusia dari
kebaikan tanpa harus ada pehrgas yang selalu aspek kesadaran hukum masyarakatnya,
mengawasi dan mengatur pelaksanaan maka di sini berarti menyoroti segl manusra
peraturan tersebul Budaya hukurn mrsyaEkat sebagai individu yang membentuk budaya
yang tinggi. adalah masyarakat yang tidak bukwnnla
cenderung melanggarhukum walauprm tidak Seseomng akan taat pada hukum atau
ada aparat hukum yang melihahya. tidak, dipengaruhi oleh be6agai faktor Fakbr
Saat ini bangsa Indonesia dalam yang paling berpengaruh terhadap ketaatan
berhukum juga dipengaruhi pandangan s€seomngadalahbudayahukumnya.Budaya
potivistis. Baikaparatpflegakhukumrnaupun hukum dilingkungan orang bekeqa di kantomn
masyarakat umum dalam melaksanakan dan akan berbeda dengan budaya hukum orang
mematuhi peraturan mengharuskan diri yangbekerja dijalanan, atau dapat dikatakan
berp€doman pada aturan yang secara formal bahwabudayahukum orang dari stahls sosial
ada sebagai undang-rmdang. Khususnya para bawah akan berbeda dengan budaya hukum
aparat penegak hukum dalam mengartikan dari orang yang stahls sosialnya dari lapisan
hukum adalah undang-undang, jadi dalam atas. K€sadann hukum (budaya hukum)
bekerja para aparat hukum ini sangat kaku rEsyarakat kita lenah, makakatalis (tndang-
karenaberpandangan legalistik. undang, aturan, dan sfruktur hukum) apa $m
Keberadaan hukum yang hidup tidak )€r8diMakukandalamsistsrnsosial,hasilnya
dipedulikan bahkan hukum yang hidup tidak efektit Mengingat kesadaran kolektif
cenderurg "ditiadaka.n". Kondisi seperti ni (budaya hukum) ini terbentuk dari interaksi
merupakan pergesemn budaya hukum yang antar komponen masyarakat! maka jika
sangat tidak scsuai dengan jiwa dan kesadaran hukum masyarakat lemah, bemrti
kepribadian bangsa Indonesia. Dengan hralitas interaksidalan rnasyankatyang belurn
pandanganpositivistvl%alistikpemikimndan bermaklaOttp://antikorupsi.org/indo/content/
tenaga kita lebih banyak difokuskan untuk view/5197 /21, diakses 10 Mei 2010 pukul
membuat aturan dan undang-undang baru 09.00).
taDpa memberi ruang yang memadai bagi
perbaikan dan p€nyiapan kultu hukum Peranan Budaya Hukum dalam
(sebagai struktur) yang lebih kuat danbaik. Pembangunan Hukum Nasional
Pandanganindividralistikmenrbahsecara pembangunanhukummerupakansuatu
signifikan perkembangan budaya hukum tindakan poliik, sebagai satu tindakan politik,
bgngsalndonesia. Masyankatlndonesiayang 
,nutup".t""g,rn f,um-s"aimUarryat<nya
bersifat komunal menjadi sangat individual akan |ergantiog pada kcsungguhan aktor_
termasuk dalam perilaku hukumnya. anorpotiik erior tersebut y;n; mcmegirng
Masyarakat sekarang ini cenderung kendali dalam menentukun urainyu, o"grru
memanfaatkanhukumuntukmencapaitujuan jugacomkdan materinya.amnpemtangunan
bagi kepentingannya sendiri atau iulru- lut- sesuatu yang bediri scndiri,
kelompolny4babkanmasyarakatcenderung melainkan terintegiasi dengan arah
untuk menghindari atau menyalahgunakan pembangunan di bldang lainiya yang
hukum dengan sengaja unhrk tujuan-tujuan 
-emerluian penyerasian.-Betapapun arah
tertenhryangpadaakhimyabersifattidakadil pembangunan hukum benitikiolak pada
bagimasyarakatlainnya garis-garis besar gagasan dalam UIJD
Dari keterangan di atas menunjukkan lSaS,-dibutuhkan 
-pJnyelarasan 
oengan
bahwa salah satu unsur yang cukup penting tingkat pcrkembangan 
'masyarakat 
yang
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dimimpikan akan tercipta pada masa depan
(Rabiann Syariah JumalF.qualityvol. l3 No. l
Februari 2008:35).
Sasaran pokok pembangunan peraturan
penrndang-undangan melipnti Perlama,
melanjutkan pembaharuan peraturan
perundang-undangan dari masa kolonial.
Kedua, Memperbaharui petaturan
perundang-undangan yang dibelhrk setelah
merdeka telah ketinggalan atau tidak
mencerminkan dasar dan arah politik hukurn
menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bemegam yang dernokratis, berdasarkan
atas hukum, berkeadilan sosial dan satu
pemerintahan yang bercih. Ketigu,
menciptakan peraturan perundang-undangan
baru yang diperlukan baik dalam rangka
memperkuat dasar dan arah politik hukum
maupun mengisi berbagai kekosongan hukum
akibat perkembang^n bar$. Ke empat,
rncngadakan a tau  memasuI i  bc rbaga i
persetujuan intemasional baik dalam rangka
ikut memperkokoh tatanan internasional
maupun untuk kepenringan nasionallBagir
Manan,1999).
M€nurut Barda Nawawi Arief, dalam
Bahan Perkuliahan Program Doktor Ilnu
Hukum Undip, 2009, bahwa masalah besar
dalam Pcmbangunan Huknn Nasional meliputi
law enforcement dan law reform/
development dan loi) ma*rzg Pembangunan
Nasional tidak hanya meliputi pembuatan
hukum saja tetapijuga percgakan hukurq dan
keduanya sama-sama merupakan suatu
pennasalahan yang memcrlukan penanganan
dalam pembangunan hukum nasional. Hanya
saja kalau kita berbicara tentaig law refon t/
development d^n low making berarti kita
berbicara tcntang masalah ius constituendutn
atau hukum yang dicita-citakan. Scdamgkan
kalau kita bcrbicara pada law enlorcemenl
nraka akan membicaaakan tentang rus
constitufum atauhul<urn yang sedang berlaku
saat ini. M€mbicarakan hukum yang berlaku
saat ini sudah barang pasti akan mengkaji
tentangpenegakanhukum in-concrcto.
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Dalam penulisan makalah ini lebih
menyoroti pada pengaruh budaya hukum
terhadap embangunan hukum dibidang /aw
enforcement atau pcnegakan hukum ir-
concreto. Dikatakan pula oleh Barda \awawi
Arief dalam (Bahan Perkuliahan Progmm
Doktor Ilmu Hukum Undip, 2009) bahwa
dalam pembangunan hukurn dimulai dsngan
pembangunan budaya hukum. Hal tersebut
dikarenakan budaya hukum nasional
merupakan ilai-nilai filosofis kultural yang
fundamental bagi suatubangsa, sedangkafl
pembangunan hukum pada hakikahya adalah
p€mbaharuan nilai/ ide dasamya.
Dalam praktek kehidupan bemegara,
berbangsa dan bermasyarakat, sccara
mcndasar (ground"d dogmat ic) dimensi
kuJ nr scyogianya mcndahuluidimersi lainnya"
karena di dalam dimcnsi budaya itu te$impair
sepcrangkat nilai (valre$,r/cn). Sistcm nilai
ini menjadi dasar perumusa[ kebtakan
Qtolicy) dan kemudian disusul dengan
pcmbuatan hukum (/aw naking) sebagal
rambu-rambu ]uridis dar, code of conduct
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang
diharapkanakanmencerminkannilai-nilai luhur
yang dimiliki oleh bangsa yang bersanglr.rtan
Solly Lubis, 2000).
Sebclum tahun 1998, pcmerintah tidak
pcmah mcmasukkan budaya hukum dalam
agenda pembangrman, akan tetapi pada tahuq
I 998 dalam Caris-garis Besar Haluan Negara
dimensi "budaya" dimasukkan oleh Majelis
Permusyawaiatan Rakyat s€bagai sub sistern
dari pembangxnan hukum dengan rincian
sebagai berikut:
I . Pembangunan dan pengembangan budaya
hukum diarahkan untuk rrrcmbennrk sikap
dan perilaku anggota mzlsyarakat tcrmasuk
para penyclcnggara ncgara sesuai dengan
nilai dan norma Pancasila gar budaya
hukum lcbih dihayati dalam kchidupan
masyarakat, schingga kesadaran, ketaatan
serta kepatuhan hukum makin meningkat
dan hak asasi manusia makin dihonnati dan
dijunjmg tinggr.
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2. Kesadamn unf,rk semakin menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusra
sebagai pengarnalan Pancasila dan LIIJD
1 945 diarahkan pada pencerahan harkat
dan martabat manusia serta untuk
memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pembangunan dan pengembangan budaya
hukum ditujukan untuk terciptanya
ketenh aman serta keterliban dan t€galoya
hukum yang berintikan kejujuran,
kebararan dan keadilan untLrk mewujudkan
kepastian hukum dalam rangka
menumbuhkan disiplin nasional.
3. Kesadaran hukum penyelenggaman negara
dan masyarakat perlu ditingkatkan dan
dikembangkan secara terus-menerus
melalui pendidilan- peny,uluian. sosialisasi.
keteladanan dan penegakan huk-um unhrk
menghormati suatu bangsa yang
berbudaya huhum.
Arti penting kcberadaan budaya huLrrm
dalam penegakan hukum (Lcw enJbrcement)
dikemukakan oleh Soekarno Soekanto.
Dalam pandangan Soerjono Seokanto
(1983:3) bahwa dalam penegakan hukum
dipengaruhi oleh bebempa faktor yang saling
terkaityaihr:
l. Hukum dan aturarurya sendiri. Faklor ini
diperlukan adanya perah[an perundangan
yang dapat dilaksanakan dan keserasian
anhra perah.ran perundang-undangan y g
ada;
2. Sarana dan prasarana yang memadai untuk
melaksanakan hukum (penegakan hukum).
Faktor ini sering terabaikan sehingga
hukum sulit untuk ditegakkan, karena
sesungguhnya dalam penegakan hukum
diperlukan sarana dan prasarana yarrg
mennjalg;
3. Kesadaran dan kepastian hul-um serta
per;laku rnasyarakat itulcndiri.Faktor i u
merupakan wujud dari budaya hukum
masyarakat yang bersangkutan (budaya
hukum extemal), dan;
4. Menlal aparat penegak hul-um. faktor ini
merupakan budaya hukum intemal.
Berdasarkan faktor-faktor yang
mempenganrhipenegakan hukurq jelas terlihat
bahwa penegakan hukum selain ditentukan
oleh aftu-dn-atumn hukumnya sendiri, fasil itas,
juga sangat tergantung pada mentalitas aparat
penegak hulrm dan kesadamn dan kepatuhan
masyarakat, baik secara peNonal maupun
dalam komunitas osialnya masing-masing,
yang keduanya merupakan budaya hukum
Dalam ha l  pencgakan hukum tE.mi
Warass ih  Pu j i rahayu,  2005:  81-82)
melgatakan bahwa titik perhatian dalam
penegakan hukum harus ditujukan kcpada
hubungan antara hukum dengan faktor-faktor
non hukum lainnya terutama t'akor nilai dan
sikap serta pandangan masyarakat, yang
selanjutnya disebut dengaD kultur hukum.
Faktor-faktor non hukum, tennasuk kultur
hukum yang membuat adanya perbedaan
penegakan hukum masyarakat yang satu
dengan masyarakat yalrg lain.
Sejalan dengan upaya penegakan hukum,
diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman
(1984:5) dimana hukum harus diartikan
sebagai suahr isi hukum (co lent oflav,),t^ta
laksana hukum (rrzct, re of law) darbudaya
hukudn (cu ltu rc of I aw). Sehingga, penegakan
hul(um tidak saja dilakukan melalui perundang-
rmdangan, amul juga melalui pemberdayaan
apalat dan tasilitas huLum. Jug4 yang tak kalah
penting adalah bagairnana menciptakan
budaya hukum masyarakat yang kondusif
untuk penegakan hukum.
Berdasaxkan pgngamatan Lawrence M.
Friedman dalam "Ire Republic ol Choice:
Ldta,, .Authority and Cuftrr"e ( 1 990), dimana
tegaknya hukum tergantung pada budaya
h'rk'Jnn (le ga I cu I t ue) masyarakatnya, seperti
berbagai gagasan, sikap dan harapan rakyat
tentang hukum scrta proses hukum.
Selanjutnya Lawrence M. Friedman
mcngatakan bahwa budayahula|rn masyamkat
tergantung kepada budaya hukum anggota-
anggotanya yang dipengaruhi olch latar
belakang pendidika.mya, Lingkungan, buday4
posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-
kepentingan.
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S€hingga ketika "st,D.r/@rri " hukum
positif sudah baik dan benar, dalam arti
legitimite dan mcncefinirkan rasa keadilan
masyarakat, "struktur hukamnya " stdah
memadai, maka terakhir adalah bagaimana
"budaya hukum penegak hukum" yailr.t
aparatur hukum yang akan men€rapkan hukun
positiftersebut. Karena dari budaya hukum
aparat penegak hukum inilah nantinya
diharapkan akan mengalir barisan-baisan
kekuatan, tekanan-tgkanan dan tuntuntan-
tuntutan yang membungkus pranata-pranata
hukum yang mengandung moral dan pada
akhimya menertukan bentularya.
Pentingnya budaya hukum dalam
konstnksi pranata hukum itu s€j alan dcngan
ilustrasi Friedman, apabila"si sten hubum"
diibamtkan unhrk memproduki suatu barang,
maka kedudukan "su bstan.gi hukum"
diibaratkan scbagai barang apa yang
diproduksi, dan " s truktur hukum"
diibaratkan sebagai mesin-mesin pcngclola
barang. Sedangkan "budaya hukum'
diibaratkan sebagai orang-orang yang
menjalankan mesin dan berkewajiban untuk
menghidupkan, menj alankan dan mernatikan
mesin ini, agar dapat menentukan baik
bunrknla hasil barang ynng diprodulsi @isnar
Nasulion, makalah "Peranan Birokrasi
Dalam Met gupavakan Gootl Governance
: Suatu Kajian Dari Pa .lahgan Hukum
dan Moral . dsampaikan pada Diseminas i
Policy Paper Komisi Hukum Nasional
Rcpublik Indonesia "Reformasi Hukum di
Indoncsia Melalui Prinsip-prinsip Good
Covcmance". yang dradakan oleh Komisi
Hukum Nasional Rcpublik Indonesra
berkerjasarna dengan Progran Studi Magistsr
l lmu IJukum Pascasarjana Universitas
Sumatcra Utara, tanggal -2 Oktober2003,
Medan, Sumatcra Utara.).
Dalam mlisannya, Friedn.n menunuskan
ilustrasi terscbut scba gaibe'ikllt. "Another
way lo visualize lhe three elements of lcr,t
is lo imagine legdl "structure" as a kind of
machine. "Substance" is what lhe rhachine
nanufachtrers or does. The "legal culnre
is whaterer or whoerer decides to turn the
machine on and off, and detemines lrcw it
wil l be used'(Lawrence M. Friedman,
| 984:7).
Upaya penegakan hukum yang dilakukan
dengan mendasarkan kepadapembentukan
budaya hukum atas dasar keadilan harus
dik€depankan ditengah " carul - ma ru t "
hukum dinegeri ini. Penegakar lnLkwnsebagal
upaya menegakan keadilan dapat pula menjadi
sarana kitik atau koreksi atas huL-um positif.
Jika aspek keadilan merupakan landasan
utama aturan hukum positif dan ukuran
kelakuan manusia, maka upaya penegakan
hukum dapat dilakukaJr dalam kemngka uotuk
mencapai keseimbangan hidup ar ara malusb
sehingga tercipta keadilan, kedamaian,
ketcrtiban, dan kebaikan umum dalam
masyarakat.
Dcngan perkataan lain, kesadamn hukun
masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum
yang berlaku akan mcmbentuk 6 da.),a
hu bu n y arg tnggi ptrJa, karcna kepercayaan
masyamkatpada hukum inr sendiri (vbstazsr)
dan apamt hukumnya (s1rulfur).
Berdasarkan tgori Lawrence M.
Friedman dapat dikatakan bahwa substansi,
struktur dan budaya hukum adahh satu
kesatuan dalam melakulan upaya pcncgakan
hukum. Artinya scbaik apapun suatu
pcrundang-undangan apabila tidak di\ertai
dengan struktur pelaksana yang baik dan
budaya yang mcndukung maka akan sulit
untuk melakukan penegakan hukum (Sinar
Harapan, l5 April 2008).
Arti penting budaya hukum dalam
penegakan hukum juga disampaikan oleh
mantan JaksaAgung Hendarman Supandji
dalam upacara pcnganugerahan Doktor
Honoris Causa kepada dirinya di Univcnitas
Diponogoro (Undip) Tembalang, Scmamng.
Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum
oleh aparat penegak hukum belum menjadi
jaminanberhasilnyapounggulangan kejahatan
tanpa disertai budaya sikap dan pcrilaku.
Substansi hukum dan strukur hukum masih
harus diturj ang dengan budaya hukum.
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budaya hukum menjadi komporen penting
dalam penegakan huL:um pidana dan bagian
penting dari kebijakan kiminal, karem
penegakan hukum pidana merupakan bagian
dari kebijakan kriminal. Menuutnya, salah
satu benhrk pendekatan integral yang terkait
erat dengan upaya penanggulangan korupsi
adalah pendekatan edukatif dalam
membangun budaya antikorupsi (http://
www.uogkap.com,4rul<rim/ | 64-hendannan-
supandj i-penting-kembangkan-budaya-
hukum.html, Sambutan Jaksa Agung
Hendarman Supandji diakses 10 Mei 20 10).
Dari berbagai pendapat dar teori jelas
menguraikan bahwa budaya hukum sangat
beryengaruh terhadap penegakar hukum.
Budaya hukum yang baik akan menghasilkan
penegakan hukum dapat mewujudkan
keadilan yang pada akhirnya dapat
mewujudkan kesejahteraan sebagaimana
tujuan hulom )ang sesungguhnya.
Membangun Budaya Ilukum : Sebuah
Solusi dalam Pembangunan IIukum
Nasional
Dewasa ini masalah besar dalarl
berhukum sedang dihadapi bangsa lndonesra
ad^lah "carut rnarul' ' perkembangan dan
penegakan hukum di Indonesia merupakan
problem yang memerlukan penanganan yang
serius. Permasalahan hukum tersebut idak
bisa dilepaskan dari perkembangan
masyarakat Indonesia. Perkembangan hukum
dari suatu bargsa tidak dapat dipisahkan
dengan konteks sosialnya. Krisis hukum
bangsa ini ada hubungan secara langsung
dengan kisis sosial yang sedarg terjadi.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh
Inwrence M. Friedmanbahwa pabila terjadi
perubahan dalam masyarakat maka bidang
hukum termasuk yang paling terkena oleh
perubahan tersebut (Satjipto Rahardjo,
2009:8).
Esmi Warassih Pujirahalu, (2005: 83)
mengatakan bahwa penggunaan hukum sccam
sadar untuk merubah dan memperbaiki
keadaan dari krisis menjadi keadaan yang
lebih baik merupakan suatu konsepsi yang
modem dalam melihat hukum dan liugsinya
Pada sisi yang lain disadari bahwa hul:um
tidak bekerja dalam ruang hampa. Dalam hal
ini kita melihat pentingnya sikap-sikap,
pandangan-pandangan. persepsi. serta ni la-
nilai sosial dalam menenhrkan beke{anya
hukum. Hal-hal tenebut bisa disebut sebagai
budaya huL-um. Dalam konteks pcncgakan
hukum Tndonesia y ng benar dan adil. perlu
dili-trat beberapa spek relevan yang rerkait
dengan budaya hukum yang ada. Budaya
hukum da lam sua lu  masyarakat  dapa l
menghambat dan di pihak la in dapat mcnjadr
faktor pendorong efektit'tas penegakan
huhrm.
Menurut Soedono Soekanro ( l98lrJ)
penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
e{abarlcan dalam kaidah-kaidah, pandangan-
pandangan yang mantap dan
mengejawantahkannya d lam sikap, tindak
sebagai serangkaian penjabaran ilal tahap
akhiruntukmencipakan kedamaian pergaulan
hidup.
Berdasaxka.n pengetian tersebut maka
dapat diketahui bahwa dalam penegakar
hukum (Law enlon"enen, banyak faktor-
faktor yang mempengaruhmya, sebagaimana
'ang blah dumil€n dimuka" yartu hul-utn dan
ahrmnnya sendiri, sarana dan prasarana yang
memadai untuk melaksanakan hukum,
kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku
maslarakal dan faktoraparar penegak hukum
itu sendiri.
Berdasarkan faktor-faktor yang
mempengarulu penegakan hukurn jelas terlihar
bahwa penegakaa hukum selain ditentukan
oleh ah.ran-aturanhukumnyasendiri, fas litas,
j uga s.mgar rerganhrng pada men talitas aparat
penegak hul-r-rm. kesadaran dan kepatuhan
masyarakal. baik secara personal maupun
dalam komunitas sosialnyamasing-masing,
yang keduanya merupakan budaya huLrrm.
Budaya hukum yang merupakan penilaian,
harapan. sikap keinginan dari masyarakat
(temasuk di dalamnya pamt penegak hulern)
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terhadap suatu hukum merupakan gambaran
berlakunya hukum pada suatu bangsa. Di
samping itu budaya hukum juga berperar
dalam mewamai hukum suatu bangsa karena
keberadaan budaya hukum mempengaruhi
substansi hulaun dan struktur hukum. Unruk
itu apabila menghendaki sistem hukum
Indonesia menjadi baik maka budaya hukum
harus dipe6aik terlebih dahuU sudah barang
tentu tanpamengenyampingkanperbaikan
subsbnsi hulem dan sfuktt]rhr]|l(n dan untuk
menjadikan budaya hukum menjadi baik,
maka perlu dilakukan pembangunan budaya
huklrr
Dalam pembangunan budaya hukum
harus dilakukan dengan progmm-program
yang msngacu pada sumber dasar hukum dan
jiwa kcpribadian bangsa Indoncsia yaitu
Pancasila. Karena Pancasila dalah dasar
falsafah bangsa Indonesia, scharusnya
pembangunan hukum didasarkan pada
Pancasila bukan pada nilai-nilai asing yang
seberulnya l idak scsuai j iwa kepribadian
bangsa Indonesia. Hukum yang dapat
ditegakkan adalah huhun ya.ng sesuai dangan
j iwa dan kepribadian bangsa. Hukum yang
ditaati adalah hukum yang sesuai dengan
keinginan, harapan, perilaku dan nilai-nilai
bangsa.
Pancasilamerupakan nilai-nilai fi losofis
kultural yang fundamental, maka dapat
ditegaskan bahwa strategi pembangunan
Sistem Hukun Nasional seharusnya dimulai
dari ' pembangunan kultural" (budaya hukum
nasional). karena nilai-nilai Pancasila inilah
yang merupakan ruVjiwa,hur/ nilai dasar/ ide
dasar dari Sistem Hukum Nasional.
Pembangunar/pembaharuan Sistem Hukum
Nasional pada hakikatnya berawal dan
pembaharuan nilai/ ide-dasarnya.
Pembangunan/ pembaharuan sist€m hukum
nasional berarti pembaharuan budaya/
wawasan/ nilai-nilai/ ide dasar/ kon-sep hukum
yang meliputi pembaharuatr substansi hukurq
pembaharuan struktur hukum dan
pembaharuan kultur/ budaya hukum.
Psrnbaharuan kultur/ budava hukum meliouti
antara lain masalah kesadamn hukum, perilaku
hukum, pendidikan hulom dan ilmu hukum
(Barda Nawawi Arief, 2008:2). Menurut
Barda Nawawi Aricf, (2008:2) disebutkan
bahwa Panbalr,aruan "budaya hukum pidara",
yang meliputi antara lain kesadaran hukum,
perilaku huLnm, pendidikan hukum dan ilmu
hukum). Jadi pada dasamya pembaharuan
hukum nasional dimulai dari pembaharuan
budaya atau h]lhn hukum dan filsafat huLum
(filsafat hukurn Pancasila) dan pembaharuan
ilmu hukum (ilmu hukum Pancasila).
Membangun budaya huLum mcnjadi hal
yang sangat penting karena dengan budaya
hukum yang baik akan menghasilkan sistem
hukum yang baik, sebagaimana y ng telah
dijclaskan di muka bahwa budaya hukum
sangat berpengaruh pada kcbcradaan
substansi hulnm dan struktur hukum. Sebaik
apapun substansi hukum apabila tidak
didukung dengan budaya hukurn masyarakat
yang baik, maka substansi hukum tersebut
hanya menjadi kumpulan tlisan-tulis€n tentang
kaidah yang tak bermakna.
Substansi hukum yang begitu sempuma
sesuai aspirasi masyarakat apabila tidak
ditegakkan oleh struktur hukum yang baik
maka hukum terscbut hanya akan menjadi
lembaranlembaran kertas yang tak berguna.
Shukhu hukwn dalam melakukan penegakan
hukum apabila tidak mempunyai budaya
hukum yang bai( maka akan muculah mafia
peradilan-mafi a peradilan maupun markus
(mafia kasus) dalam setiap penyelesaBn
masalah hukum. Begitu pentingnya
pembangunan budaya hukum dalam upaya
menciptakan sistcm hukum yang baik, maka
pemcrintah memprioritaskan pembangunan
budaya hul-um menj adi urutal yang pertama
dalam pembangunan hukum nasional,
scbagaimana yang tcrcantum dalam
pembanguoan hukum veni pcmcrintah yang
diejawantabkan dalamPropenas 1999-2004
(http://dinasprasidi.wordpress.com/2009/04/
24/, Mem bac a-ara h- refornas i- hu ku m-
pas c a- peru ba h a n - ke kuas a a n - ta h un- I 9 98/
2004, diakses l9 April20l0).
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l. Mengembangkal budaya hul-um di sernua
Iapisan masyarakat untuk terciptanya
kesadaran dan kepatuhan hukum dalam
kerangka supremasi hukum dan iegaknya
negam hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang
menyelurub dan terpadu dengan mengakui
dan menghormati hukum agama dan hukum
adat )ang hidup dan berlaku dalam sebuah
masyarakat lokal Indonesia, serta
msmpeftaniperurdang-mdanganwadsan
kolonial dan hukum nasional yang
diskriminatil termasuk ketidakadilan
gender dan ketidakscsuaiannya dengan
tuntuEr refonnasi melalui prognm legidasi
nasional dan daerah.
3. Menegaktan hukum secara konsisten unhtk
lebih menjamin kcpastian hukurra keadilan
dan kebenaran, supremasi hukum, scrta
menghargai hak asasi manusia (IiAM.
4 .  Me lan j  u  tkan  r r t i f i kas i  konvens i
intemasional, terutama yang berkaitan
dengan hak asasi manusia sesuai dengan
kebunrhan dan kepentingan bangsa dalam
benuk undang-rmdang.
5. Meningkatkan integritas moral dan
keprofesionalan aparat penegak hukum
(Hakim, Jaksa, Pengacara), termasuk
Kepolisian \egara Republik lndonesia.
untuk menumbuhkan kepercayaan
masyarakat dengan meningkatkan
kesejahteraan, dukungan sarana dan
pmsarana hukum, pendidikan, serta
pengawasan yang cfektif.
6. Mewujudkan lcmbaga peradilan yang
mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa
dan pihak mana pun.
7. Mengembangkan peraturanperundang-
undangan yang mendukung kegiatan
perekonomian dalam menghadapi era
perdagangan bebas tanpa merugikan
kepentingan asional.
8. Menyelenggarakan proses pemdilan secam
cepat, mudah, murah dan terbuka, serta
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
dengan tetap menjunjung tinggi asas
keadilan dan kebenaran.
9. Meringkatkan pemahaman dan
penyadaran, serta meningkatkan
perlindungan, penghormatan, dan
penegakan hak asasi manusia dan seluruh
aspek yang berkaitan erat dengan
kehidupan.
I 0. Menyelesaikan Magai proses peradilan
terhadap pelanggaran hukum dan hak
asasimanusiayangbelumditanga sa:ara
tmtas.
Menurut Barda Nawawi Arief (bahan
Kuliah Umum pada Program Magister llmu
Hukum, Pascasadana Universitas Bung Hatta
(UBH), Padang, 16 Mei 2009), bahwa
pembangunal budaya hukum nasional terdid
dari 5 sektor:
l Pembinaan Filsafat Hukum dan llmu
Hukum Nasional;
2. Pembinaan Kesadaran hul-um & perilaku
taathukwn;
3. Pengembangar/ pembinaan perpustakaan,
penerbitan dan informatika hukum;
4. Pengembangan dan pembinaan profesr
hulGrf
5. Pedgembangan dan pembinaan pendidikan
hulxrn
Lima sektor dari pembanguna[ budaya
hukum nasional memuut Barda Nawawi Arief
teNebut dewasa ini dalam kondisi titik nadir
yang sangat mgngkhawatir, oleh sebab itu
pembangunan budaya hukum yang
berdasarkan Pancasila harus benar-benar
segera direalisasikan agar terwujud sistem
hukum yang baik sehingga"cantt mani'
hukum di Indonesia dapat eratasi.
Ada beberapa solusi yang dapat
dilalq*m untuk meningkatkan budaya hukur&
yaitu antara lain :
l. Dengan merubah model pendidikan hukum
png selama ini hanya mempelajari undang-
mdang saja.
2. Membuat hukum yang sesuai dengan ilai-
nilai yang hidup/ hukum yang hidup dalam
masyarakat dan diyakini kebenarannya,
sehingga tidak akan menimbulkan
penolakan dari masyarakat erhadap
berlakunya hukum tersebut.
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3. Dengan memperbaiki cara pembangunan
budaya hukurr! yaitu dengan cara memulai
membangun budaya hukum melalui dan
keluarga.
Hal ini dilakukan dengan cara
membentuk pola pikir dan karaktu disiplin
sehingga dapat diarahkan menjadi
masyarakat yang cerdas hukum yaitu
masyarakat y,ang memahami hukum secara
komprehensil tahu hak dan kewajiba[
dalam hukum, tahu akan kebolehatr dan
larangan, teliti dan cermat metrgambil
laogkah serta tindakan yang berkaitan
dengan hukum.
Dengan memperbaiki pembangunan
budaya hukurr! oasyamkat akan memiliki
kemampual menjauhi segala perbuatan
yang dapat menimbulkan pelanggaran
hukurn adalah salah satu wujud kecerdasan
hukum masyarakat- Pemerirltah
mengharapkan danmenggugah masyarakat
Indonesia untuk bisa berperan aktifdalarn
mewujudkan negara hukum yang
demokratis dan negara demokrasi
bedasa*an huklln htF://www.bphntv.n€t
2 pilihaews&mod:yes&aksi=libat&iG
65, Wawancara BHNTV dengan
Menkunham tefitahg Pembangunan
Budaya Hukum,SerLin l0Agustus 2009,
diak€s pada tanggal 19 April 20 l0 pukul
21 .00 .
4. Melakukan penJuluhan hukum kepada
masyarakat, karena dengan penyuluhan
hukum akan meningkatkan kadar
kesadaran hukum masyarakat akan hak
dan kewajibannya sebagai warga negara
dalam rangka tegaknya hukum, keadilrm,
perlindugan terhadap harkat dan maftbat
manrts4 kekrtibo4 ketenFamar\ kepostian
hukum dan terbentuknya perilaku setiap
waxga yang taat pada hukum.
5. Meningkatkan keteladan perilaku aparat
penegak hukum dalam menegakkan
hukum, dan juga meningkatkan k€taatan
aparat penegak hukum tefiadap hukum.




Perkembalgal budaya hukum bangsa
Indonesia mengalami pergeseran yang jauh
dari sifat, kepribadian danjati diri bangsa
Indonesia. Bahkan kalau boleh dikatakan
perkembangan budaya hukum bangsa
lndonesia pada saat ini sudah sanget t€Auluk.
Bergesemya budaya hukum bangsa Indonesia
dipengaruhi oleh faktor intcmal maugm faktor
ekstemal. Fakor intcmal berkaitan dengan
moral maupuD pemahaman bangsa lndonesia
dalam melaksairakal hukum, sedangkan faktor
ekstemal berkaitan dengan perkembangan
teknologi dan paham-paham atau pcmikimn-
pemikirEn dari budaya sing.
Kondisi budaya hukum tersebut
merupakan salah fakor yang mengakiba&an
carut marut-rryahukwn di Indonesia karena
budaya hukum merupakan salah satu
kompongn hukum yang sangat berpengaruh,
baik dalam pembentukan hukum maupwr
dalam penegakan hukum. Pembentukan
hukum dan penegakan hukum merupakan
wujud dari pembangunan hukm, maka dapat
dikatakan dengan terpurukrya budaya hukum
maka akan berdampak negatif pada
pcmbangunan hukum.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, hal-hal
yang perlu direkomcndasikar/ disarankan
scbagai b€.ikut :
I . Perlu merubah merubah model pendidikan
tinggi hukum yang selama ini hanya
mcmpelajari undang-undang saja. hal ini
perlu pendekatan sosiologis dengan titik
berat pada peningkatan budaya hukum
(peningkatan moralita"s).
2. Perlu ada pembcntukan peraturan
pcrundang-undanganyang sesuai dengan
nilai-nilai yarg hidup dalam masyarakat dan
d iyak in i  kebenarannya,  seh ingga
implementasi pcraturan perundang-
undangan tidak akan menimbulkan
penolakan dari masyarakat.
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3. P€rlu penataan sistem huknn nasional yang
menyelumh dan rcrpadu dengan mengakui
dan menghormati hukum agarna dan hukum
adat scrta memperbarui perundang-
undangan warisan kolonial dan hukum
nasional yang diskriminatif, termasuk
ketidakadilan gender dan
ketidaksesuaiannya dengan tuntutan
reformasi melalui program legislasi.
4. Perlu adanya perbaikan pembangunan
budaya hukum, yaitu dengan cara menulai
membangun budaya hukum melalui dari
keluarga sebagai l ingkup terkecil,
masyar"akat, bangsa dan negara.
5. Peningkatan sosialisasi hukum (baik
substansi hukwn, shuktur hukum dan
budaya hukum) guna meningkatkan kadar
kesadaran hukum masyarakat kan hak
dan kewajibannya sebagai warga negara
dalam rangka tegaknya hukum, keadilan,
perlindungan terhadap harkat dan mafiabat
manusia ketertibarr ketsnfarnan, kepastian
hukum dan terbentuknya perilaku setiap
warga yang taat pada hukun.
6. Perlu peningkatan keteladan perilaku aparat
penegak hukum (hakim,jaksa, polisi dan
pengacara) dalam menegakkan hukum,
dan juga meningkatkan ketaatan aparat
penegak hukum terhadap hukum. Sclain itu
perlu dukungan sarana dan prasarana
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